
BUPAfi KTUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG

PERATURAN PEI,AKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2rlfiTEI\TTANG HAK KEUANGAN DAN ADMIMSTRATIF PIMPINAN DANANGGOTA DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH

Menimbang:

DENGAN RAFIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

bahwa unhrk meiaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (3),
Pasal 17 ayat (6), pasal lg ayat {4), pasal 2J ayat {S) dan
dan Pasal 24 ayat (3) peraturan Daerah Nomor 4 Tahun2ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan
dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, perlumenetapkan peraturan Bupati tentang peratrrran
Pelaksanaan perat'ra' Daerah Nomor 4 Tahun 2oLz tentangHak Keuangan da' Administratif , pimpina' dan Anggota
Dewan Persakilan Rakyat Daerah;

Mengingat: 1' Undang-undang Nomor 69 Tahun 1g5g tentang
Pembenh:kan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah
Daerah-Daerah ringkat I Bali, Nusa Tenggara Barat danNusa Tenggara Timur {Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 19sg Nomor r22, Tannbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2or4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ssg4, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang_
undang Nomor 9 Tahun 201s tentang perubahan KeduaAtas undang-undang Nomor 2g rah,n 2014 teniangPemenntahan Daerah (Iembaran Negaa Republik
Indonesia Tahun 2ors Nomor sg, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56?9);



,/'

F.

Peraturan Pemerintah Nomor lg rahun zafi bntang
Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggora
Dewan Pen'akilan Rakyat Daerah {Gmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2olr Nomor 1o6, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 60ETh

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun zaLT tentang Hak
Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah fl,embaran Daerah
Kabupaten Khrngl.ung Tahun zoLT Nomor 4 Tambahan
Lembaran Daerah l(abupaten Klunglmng Nomor 4);

BAB I
KETE}'TTUAN UMUM

pasal 1

Dalan Peratrrran Bupati ini, yang dimaksud d.engan :
1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung;
2' Pemerintatr Daerah adatah pemerintah l(abupaten

Klungkung;

3. Brp"ti ad.alah Bupati Klungkng;
4' Dewan perwakilan Ralqyat Daerah, )ang selanjutnyadisingkat D'RD adalah Dewan perwek'an Rakyat DaerahKabupaten Klungkr:ng;

5' Pimpinan D'RD adalatr Ketua dan wakit Ketua D'RDIfubupaten Klungkung;

PRI} adala.h Anggota DPRD l(abupaten

7. Anggaran pendaptan dan Belanja Daerah, yangselanjuar3ra disingkat .4pBD adalah rencqna keuangantah*nan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
Daerah.

3.

4.

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : pERATURAN BUPATI TENTANG PERATURANPELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4TAHUN 2OI7 TENTANG HAK KEUANGAN DANADMINISTRAfiF' PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWANPERWAKIT,AN RAICTAT DAERAH.

Anggota D
Klungkr:ng;

6.



7 BAB II
STANDAR SATUAN HARGA PAI{AIAN DINAS DAN ATRIBUT

PIMPINAN DAN .q]f GGOTA DPRD

Pasal 2

(1) Pakaian dinas dan atribut Pinpinan dan Anggota DPRD

terdiri atas:

a. pakaiaa sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam

1 (satu) tahun:

b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalnrn 1

(satu) tahun;

c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam

5 0tuna) tahun;

d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1

(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dart

e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1

(satrr) pasang dalam I (sattt) tahun.

(21 Pakaian dinas dan atribut sebagaimana rlimaksrrd pada

ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip

efisiensi, efektifitas, dan kepatutan'

(3) Sattran harga 1 (satu) pasang pqkaian dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (U dircntukan sebagai berikut :

a- pakaian sipil harian paling banyak Rp. 1.5OO.OOO,-

(satu juta lima ratus ribu rupiah);

b. pakaian sipil resmi paling banyak Rp. 1.8OO'OOO'-

(satu juta delapen ratus ribu rupiah);

c. pakaian sipil lengkap paling banyak Rp' 5'OOO'OOO'-

(tima juta ruPiah);

d. pakaian dinas hariran lengan panjang paling

banyak Rp. 1.50O.O00,- (satu juta lima ratus ribu

ruPiah); dan

c. pa-kaian yang bercirikan khas daerah paling

banyak Rp. 1.50O.O00,- (eahr juta lime ratus ribu

rupiah).

(4) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pin

(togo Daerah) Kabupaten Klungkung masing-masing

ensota I {satu) Unit/Pcs.
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(1)

(21

{3}

BAB II
BESARAN TUHJAI$GAN PSRUMAHAN DAN

TUNJANGAN ?RANSPORTASI PIT!{PINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

Besaran tr:njangan pemmahan hams memperhatikan

asas kepahrtan, kewajaran, rasionalitas, standar harga

setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan

lahan rumah negara sesuai dengan ketentrran
peraturan pemndang- undangan.

Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan hanrs

sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang

berlaku unhrk standar rurnatr negara bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air,

gas, dan telepon.

Besaran ttrnjangan perumatran ditenhrkan sebagai

berikut:

a. Ketua DPRD sebesar RP. 3O.O0O.O0O,- ( Tiga puluh
juta rupiah)

b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar

RP 25.OOO.OOO,- ( Dua pufuh fima juta rupiah ).

c. Anggota DPRD masing-masing sebesar

Rp 22.OOO.OOO,- ( Dua puluh dua juta mpiah ).

(4) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) belum termasuk pajak-

Pasal 4

(1) Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan

asas kepatrrtan, kewqiaran, rasionalitas, standar harga

setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan
perahrran perundang- undangan.

{2} Besaran trrrrjangan transportasi yang dibayarkan harus

sesuai dengan standar satrran harga se\ra kendaraan yang

berlalm unhrk standar kendaraan dinas jabatan bagl

Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya

perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas
jabatan,
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Besaran rrrnjar:gan Era,=sparrasi diteaei:ka$ s€bagai
berikut :

a. Ketua DPRD sebesa-r RP i3.oo0.oo0,-.{ Tiga belas juta
rupiah);

b. Wnkil Ketua DPRD masing-masing sebesar
RP 12.OOO.OOO,- { Dua betas juta rupiah};

c. Anggota DPRD masing-masing sebesar
Rp 11.00O.0O0,- ( Sebelas juta rupiah)

Besaran ftrnjangan Transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) belum termasuk pajak.

STANDAR KEBUTUTTeiTTffnaaI, RUMAH TANGGA
PIMPINAN DPRD

Pasal 5

Belanja mmah tangga disediakan detam rangka
menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang
Pimpinan DPRD.

Belanja nrmah tanga sebagaimana dirrreksud pada ayat
(1) digunakan untuk memenuhi kebuhrhan minimal
rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah.

Kebuhrhan minimal mmah tanga pimpinan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dianggarkan dalam
prograrn dan kegiatan sekretariat DPRD.

BAB V
BESARAN KOMPENSASI TIM AHLI AI,AT KALENGKAPAN DPRD

DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD

Pasal 6

{U Tim ahti alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah
tertentu ahri yang mempunyai kernampuan datam
disiplin ilmu yang sesuai dengan kebuhrhan pelaksanaan
fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam
alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD
atas usul anggota. pimpinan fraksi, da' pimpinan alat
kelengkapan DPRD.

;?

{3}

t4)

tu

{21

(3)
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(3)

Tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimena dimaksud
pada ayat {1} paling banyak 3 {tiga} orang untuk setiap
alat kelengkapan DPRD.

Tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan
diberhentikan dengan keprrtusan sekretaris DPRD sesuai
dengan kebuh:han sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dan sesuai dengan ketentrran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Pembayara"n kompensasi bagi Tim ahli alat kelengkapan
DPRD dilakukan dengan harga satuan orang bulan.

Besaran kornpensasi Tlrn ahli alat kelengkapan DPRD
ditetapkan sebesar Rp. 5.OOO.OOO,- (tima juta
rupiah)/bulan.

Pasal 7

(1) ?enaga atrli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan
1 (satrr) orang unhrk setiap fraksi dan mempunyai
kemampuan dalam disiplin ilmu tertenhr yang
mendulrung trrgas fraksi serta diberikan kompensasi
dengan memperh,atikan stanilar keahlian, prinsip
efisiensi, dan sesuai dengan kemanpuan keuangan
daerah.

(2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan keputusan seknetaris DpRD.

(3| Besara* kompensasi tenaga ahli fraksi ditetapkan
sebesar Rp. 3.OOO.OOO,- {tiga juta rrpiah} / bulan.

BAE VI
KETENTUAN PENUTUP

pasat I

Pada saat Peraturan Bupati ini murai berlaku, peratur:an
Bupati Klungkung Nomor ? Tahun 201s tenrang ?unjangan
Pen:"ryahe"' Bagi Pimpinan dan DPRD Kabupaten
Kh:ngkung fBcrie Daerah Kabupaten Klunglmng Tahun 2o1s
Nomor ?| dicabut dan dir:f-a*"akar: tidak berlakr:.

{41

{s}



Pasal 9

P-grahrran Bupati ini mulai bertaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahrrinya, rnerrreri',tarrkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung

Ditetapkandi Semarapura
pada tanggal 12 Oktober 2OIT
BUPATI KLUNGKUNG,_+

--E--I }IYOMAN S1'IfiTIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 12 Oktober 20tz
SEKRETARIS DAERAH I(ABUPATEN KLUNGKUNG,

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017 NOMOR 33

@
I GEDE PI.-Tru WINASTRA


